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BUPATI MIMIKA

PROVINSI PAPUA TENGAII

KEPUTUSAN BUPATI MIMIKA

NOMOR    176    TAHUN  2025

TENTANG

PEMBENTUKAN F`ORUM KEWASPADAAN DINI KABUPATEN MIMIKA

BUPATI MIMIRA,

Menimbang   : a.   bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor  46  Tahun  2019  tentang  Perubahan  Atas  Peraturan
Menteri    Dalam    Negeri    Nomor    2    Tahun    2018    tentang
Kewaspadaan Dini Di Daerah;

b.  bahwa   untuk   mewujudkan   ketentraman,   ketertiban   dan
perlindungan  masyarakat  melalui  upaya-upaya  kewaspadaan
dini terhadap ATHG di Kabupaten Mimika;

c.   bahwa   berdasarkan   pertimbangan   sebagaimana   dimaksud
pada   huruf   a   dan   huruf   b,   perlu   menetapkan   dengan
Keputusan Bupati.

Mengingat     :  1.   Undang-Undang Nomor 45 Tahun  1999  tentang Pembentukan
Propinsi   Irian   Jaya   Tengah,    Propinsi   Irian   Jaya   Barat,
Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya
dan  Kota  Sorong  (Lembaran     Negara     Republik     Indonesia
Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3894);

2.   Undang-Undang   Nomor   21   Tahun   2001   tentang   Otonomi
Khusus   bagi   Provinsi   Papua   (Lembaran   Negara   Republik
Indonesia   Tahun   2001   Nomor   135,   Tambahan   Lembaran
Negara  Republik  Indonesia  Nomor  4151)   sebagaimana  telah
dirubah    beberapa    kali    terakhir    dengan    Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang -
Undang Nomor 21  Tahun 2001  tentang Otonomi Khusus bagi
Provinsi Papua  (Lembaran  Negara  Republik Indonesia  Tahun
2021    Nomor    155,   Tambahan   Lembaran   Negara   Republik
Indonesia Nomor 6697);
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3.   Undang-Undang  Nomor   17  Tahun  2013  tentang  Organisasi
Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2013   Nomor    116,   Tambahan   Lembaran   Negara   Republik
Indonesia Nomor 5430);

4.   Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah   (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2014
Nomor  244,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Nomor  5587),  sebagainana  telah  diubah  dengan  Undang  -
Undang  Nomor  6  Tahun  2023  tentang  Penetapan  Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang  Cipta  Ken.a  menjadi  Undang  -  Undang  (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023  Nomor 41,  Tambahan
I+embaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5.   Undang-Undang   Nomor   1   Tahun   2022   tentang   Hubungan
Keuangan  antara  Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah  Daerah
(Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Tahun  2022  Nomor  4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757) ;

6.   Undang-Undang Nomor  15 Tahun 2022  tentang Pembentukan
Provinsi  Papua Tengah  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6804);

7.   Peraturan    Pemerintah    Nomor    12    Tahun    2017    tentang
Pembinaan   dan   Pengawasan   Penyelenggaraan   Pemerintah
Daerah   (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2017
Nomor  73,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Nomor 6041);

8.   Peraturan      Pemerintah      Nomor   12   Tahun   2019   tentang
Pengelolaan   Keuangan   Daerah   (Lembaran   Negara   Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia  Nomor 6322);

9.   Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 tentang
Perubahan  Atas  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  2
Tahun   2018   tentang  Kewaspadaan   Dini   Di   Daerah   (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 815);

10.   Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020  Nomor 1781);

11.   Peraturan  Daerah  Kabupaten  Mimika  Nomor  5  Tahun  2022
tentang   Pengelolaan   Keuangan   Daerah   (Lembaran   Daerah
Kabupaten Mimika Tahun 2022 Nomor 5);



Menetapkan :
KESATU

KEDUA

KETIGA
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MEMUTUSRAN :

Membentuk Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kabupaten
Mimika, yang susunan nana-namanya sebagaimana tercantum
dalam  Lampiran  yang  merupakan  bagian  tidak  terpisahkan
dari Keputusan ini.

Forum sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini
mempunyai tugas sebagai berikut :
a.  menj aring,        menampung,        mengoordinasikan        dan

mengomunikasikan  data  serta  informasi  dari  masyarakat
mengenai potensi ATHG di Kabupaten Mimika; dan

b.  memberikan  laporan  informasi  dan  rekomendasi  sebagai
bahan  pertimbangan  Tim  Kewaspadaan  Dini  Pemerintah
Daerah di Kabupaten Mimika.

Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini
dibebankan  pada  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah
Perubahan  melalui  DPA  Badan  Kesatuan  Bangsa  dan  Politik
Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT       :     Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

Ditetapkan di Timika
pada tanggal,  23 Mei 2025

BUPATI MIMIRA,
ttd

JOHANNES REITOB

MUH. JAMBIA WADAN SAO, SH
pEMblrdA

NIP.19710523   2007011011

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth:
1.   Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2.   Gubernur Provinsi Papua Tengah di Nabire;
3.   Karo Hukum Setda Provinsi Papua Tengah di Nabire;
4.   Ketua DPRD Kabupaten Mimika di Timika;
5.   Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Mimika di Thmika;
6.   Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Mimika di Timika;
7.   Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mimika di Timika;
8.   Kepala Dinas Perpustakann dan Arsip Daerah Kabupaten Mimika di Timika;
9.   Yang bersanckutan untuk diketahui dan dilaksanakan.
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Lampiran  Keputusan Bupati  Mimika
Nomor     176   Tahun2025
Tanggal,  23       Mei   2025

SUSUNAN PENGURUS FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT
RABUPATEN MIMIRA TAHUN ANGGARAN 2025

NO.
KEDUDURAN DALAM FORUM

NAMAKEWASPADAAN DINI
MASYARAKAT

1. RTUA LUCRE                    NA, S.Sos.,M.Si

2. SEKRETARIS ARNOLD ROSUMBRE

3. BENDAHARA YULIANUS YULIT ILELA, S.IP

4. ANGGOTA 1.                    SUNTORO

2.  ELLYANUS RUTUANUIK, S.Pd

3.  KARDIONO, A.Md

4.  yosEp RARMAr`ITo

5.  FRANS W. TASIDJAWA, S.Sos

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPAIA BAGIAN HUKUM

REEm
MUH. JAMBIAWADAN SAO, SH

PEMBINA
NIP.19710523   2007011011

BUPATI MIMIKA,
ttd

JOIIANNES REITOB


